
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

NOMOR 57 TAHUN 2019 

TENTANG

PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI 
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

M enim bang : a. bahw a P era tu ran  G u b em u r Nomor 4 T ahun  2017
ten tan g  Tugas Belajar dan  Izin Belajar Bagi Pegawai 
Negeri Sipil di L ingkungan Pem erintah Provinsi 
K alim antan Tim ur su d a h  tidak  sesua i dengan kondisi 
sa a t ini sehingga perlu  diganti;

b. bahw a berd asark an  pertim bangan  sebagaim ana
d im aksud  dalam  h u ru f  a  perlu  m enetapkan  P era tu ran  
G u b em u r ten tan g  Pedom an Tugas Belajar d an  Izin 
Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di L ingkungan 
Pem erintah D aerah;

M engingat : 1. Pasal 18 ayat (6) U ndang-U ndang D asar Negara
Republik Indonesia T ahun  1945;

2. U ndang-U ndang Nomor 25 T ahun  1956 ten tan g  
P em bentukan  D aerah-D aerah  Otonom  Provinsi 
K alim antan B arat, K alim antan Selatan  dan  K alim antan 
T im ur (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  
1956 Nomor 65, T am bahan  Lem baran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 1106);

3. U ndang-U ndang Nomor 20 T ahun  2003 ten tan g  Sistem  
Pendidikan Nasional (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2003 Nomor 78, T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4301);

4. U ndang-U ndang Nomor 5 T ahun  2014 ten tan g  A paratu r 
Sipil Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia 
T ahun  2014 Nomor 6, T am bahan  Lem baran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5494);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang 
Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

7. Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 31 
Tahun 2008 tentang Ketentuan Pengisian Daftar Hadir 
Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Gubemur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Kalimanta 
Timur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ketentuan 
Pengisian Daftar Hadir Bagi Pegawai Negeri Sipil Di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 
Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TUGAS 
BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai 
aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.
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5. Perangkat D aerah ad a lah  u n su r  pem ban tu  G ubernu r dan  Dewan 
Perw akilan Rakyat D aerah dalam  penyelenggaraan u ru sa n  pem erin tahan  
yang m enjadi kew enangan D aerah.

6. B adan ada lah  Perangkat D aerah yang m enyelenggarakan u ru sa n  dibidang 
kepegaw aian daerah .

7. Tugas B elajar adalah  penugasan  oleh G ubernu r kepada PNS u n tu k  
m elan ju tkan  pendid ikan  formal dengan m eninggalkan tu g as ked inasan

8. Izin Belajar ada lah  pem berian izin oleh G ubernu r kepada PNS u n tu k  
m elan ju tkan  pendid ikan  formal tidak  m eninggalkan tu g as ked inasan .

9. P erguruan  Tinggi adalah  Penyelenggara Pendidikan Tinggi Negeri d a n /  
a ta u  Perguruan  Tinggi Sw asta  baik di Dalam  Negeri m au p u n  di Luar Negeri 
te rm asu k  P erguruan  Tinggi K edinasan dan  P erguruan  Tinggi Negeri 
te rak red itasi paling ren d ah  B dari B adan Akreditasi Nasional Perguruan 
Tinggi.

10. P ersyaratan  A dm inistrasi adalah  persyara tan  yang d ite tapkan  sesuai 
k e ten tu an  p e ra tu ran  perundang -undangan .

11. P ersyaratan  Akadem is adalah  persyara tan  yang d ite tapkan  oleh 
penyelenggara pendidikan.

1 2 . T unjangan  Belajar ad a lah  tun jangan  yang d iberikan  kepada PNS Tugas 
Belajar u n tu k  m enun jang  biaya pendidikan.

13. A nggaran P endapatan  d an  B elanja D aerah yang se lan ju tnya  d isingkat 
APBD adalah  ren can a  keuangan  ta h u n a n  D aerah yang d ite tapkan  dengan 
p e ra tu ran  daerah .

Pasal 2

Pedom an Tugas Belajar d an  Izin Belajar PNS di lingkungan Pem erintah D aerah 
d im aksudkan  sebagai d a sa r  h u k u m  penyelenggaraan dan  p e lak san aan  
pem berian Tugas Belajar dan  Izin Belajar.

Pasal 3

Pedom an Tugas Belajar dan  Izin Belajar PNS di lingkungan  Pem erintah D aerah 
b e rtu ju an  u n tu k :
a. m em berikan  keseragam an dan  kepastian  h u k u m  dalam  p e lak san aan  

Tugas Belajar dan  Izin Belajar; dan
b. m endukung  PNS di lingkungan  Pem erin tah  D aerah agar d ap a t 

m en ingkatkan  kom petensi se rta  lebih profesional dalam  m elaksanakan  
tu g as d an  fungsinya.

BAB II
PERENCANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 4

(1) P erencanaan  program  Tugas B elajar d an  Izin Belajar bagi PNS d isu su n  
b e rd asa rk an  k eb u tu h a n  Pem erintah D aerah  sesua i RPJMD u n tu k  periode 
5 (lima) ta h u n  dan  dievaluasi se tiap  tah u n n y a .
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(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 
memperhatikan:
a. kebutuhan berdasarkan jumlah, jenjang pendidikan, dan kualifikasi 

atau jurusan; dan
b. kemampuan keuangan Daerah.

BAB III
TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu 
Persyaratan Administrasi

Pasal 5

(1) Persyaratan Administrasi bagi calon PNS Tugas Belajar terdiri atas:
a. persyaratan umum; dan
b. persyaratan khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. berstatus sebagai PNS;
b. tidak berstatus sebagai mahasiswa;
c. memperoleh rekomendasi pimpinan Perangkat Daerah;
d. Perguruan Tinggi berada di dalam atau di luar wilayah kerja;
e. setiap unsur penilaian sasaran keija pegawai bemilai baik dalam 2 

(dua) tahun terakhir;
f. PNS pemangku jabatan struktural yang ditetapkan sebagai PNS Tugas 

Belajar diberhentikan dari jabatan struktural sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

g. PNS pemangku jabatan fungsional yang ditetapkan sebagai PNS Tugas 
Belajar diberhentikan dari jabatan fungsional sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

h. surat keterangan berbadan sehat dari instansi yang berwenang;
i. tidak sedang dalam proses/menjalani hukuman disiplin atau sanksi 

administratif dan/atau sanksi pidana;
j. membuat surat pemyataan di atas kertas bermaterai cukup yang 

menyatakan kesediaan menyerahkan ijazah kepada Pemerintah Daerah 
untuk disimpan selama 10 (sepuluh) tahun kecuali mencapai batas 
usia pensiun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur 
ini; dan

k. membuat surat pemyataan di atas kertas bermaterai cukup yang 
menyatakan kesediaan melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan 
Pemerintah Daerah selama 10 (sepuluh) tahun dengan format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Program Diploma III/sederajat dan Program Diploma IV/ Strata 1 (S-l),

terdiri atas:
1. pendidikan paling rendah SLTA/sederajat;
2. pangkat golongan ruang paling rendah:

a) untuk Diploma III/sederajat Pengatur Muda/II/a; dan
b) untuk Diploma IV/Strata 1 (S-l) Pengatur Muda Tk.I /II/b;

3. berusia paling tinggi 10 (sepuluh) tahun sebelum batas usia 
pensiun, kecuali dalam hal memenuhi syarat jabatan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
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4. te lah  ak tif m elaksanakan  tugas ked inasan  paling sedikit 2 (dua) 
ta h u n  setelah  m enjalani Tugas Belajar sebelum nya dikecualikan  
bagi PNS yang ak an  m enem puh pend id ikan  profesi su b  spesialis.

b. Program  S tra ta  2 (S2), terdiri a tas:
1. pendid ikan  paling rendah  Diploma IV /S tra ta  1 (S-l), k h u su s  

pendid ikan  dalam  negeri;
2. p an g k at golongan ru an g  paling ren d ah  Penata  M uda/ III/a; dan
3. b e ru sia  paling tinggi 10 (sepuluh) ta h u n  sebelum  b a ta s  u s ia  

pensiun , kecuali dalam  hal m em enuhi kualifikasi/kom petensi 
pendid ikan  formal sesua i sy ara t ja b a ta n  yang d ite tapkan .

c. Program  S tra ta  3 (S-3), terdiri a tas:
1. pendid ikan  paling ren d ah  S tra ta  2 (S-2);
2. p an g k at golongan ru an g  paling rendah  Penata  M uda T k .I/III/b ; dan
3. be ru sia  paling tinggi 10 (sepuluh) ta h u n  sebelum  b a ta s  u sia  

pensiun , kecuali dalam  hal m em enuhi kualifikasi/kom petensi 
pendid ikan  formal sesuai syara t ja b a ta n  yang d ite tapkan .

Bagian Kedua 
B atas W aktu

Pasal 6

(1) B atas w aktu  penyelesaian pendid ikan  u n tu k  Program  Diploma 
III/sederaja t, Program  Diploma IV/ S tra ta  1 (S-l), Program  S tra ta  2 (S-2), 
dan  Program  S tra ta  3 (S-3) d idasarkan  pad a  k e ten tu an  lam a m asa  stud i 
dari P ergu ruan  Tinggi d itam bah  1 (satu) sem ester a ta u  6 (enam) bu lan .

(2) Pengecualian sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1), apabila:
a. PNS Tugas Belajar Program  Diploma III/sederaja t, Program  Diploma 

IV/ S tra ta  1 (S-l) belum  d ap a t m enyelesaikan pendid ikan  sam pai 
dengan  b a ta s  w aktu  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1), Pem erin tah  
D aerah  d ap a t m em berikan perpan jangan  paling lam a 4 (empat) ta h u n  
d ih itung  dari awal pendid ikan  te rm asu k  cu ti akadem ik dengan 
konsekuensi b iaya d itanggung sendiri oleh yang bersangku tan ;

b. PNS Tugas Belajar Program  S tra ta  2 (S-2) belum  d a p a t m enyelesaikan 
pendid ikan  sam pai dengan b a ta s  w aktu  sebagaim ana d im aksud  pada  
ayat (1), Pem erintah D aerah d ap a t m em berikan perpan jangan  dengan 
k e ten tuan :
1. Ilmu Sosial paling lam a 3 (tiga) tah u n ;
2. Ilmu E ksak ta  paling lam a 4 (empat) tah u n ; dan
3. Ilmu K edok teran /S pesia lis  I paling lam a 6 (enam) tah u n , 

d ih itung  dari awal pendid ikan  te rm asu k  cu ti akadem ik dengan 
konsekuensi biaya ditanggung sendiri oleh yang bersan g k u tan ; dan

c. PNS Tugas B elajar Program  S tra ta  3 (S-3) apab ila  yang b e rsan g k u tan  
belum  d ap a t m enyelesaikan pendid ikan  sam pai dengan b a ta s  w aktu  
sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1), Pem erin tah  D aerah han y a  d ap a t 
m em berikan  perpan jangan  dengan ke ten tuan :
1. Ilmu Sosial paling lam a sam pai dengan  4 (empat) tah u n ;
2. Ilmu E k sak ta  paling lam a sam pai dengan  5 (lima) tah u n ; dan
3. Ilmu K edok teran /S pesia lis  II paling lam a sam pai dengan 7 (tujuh) 

ta h u n ,
d ih itung  dari awal pendid ikan  te rm asu k  cu ti akadem ik dengan 
konsekuensi biaya ditanggung sendiri oleh yang b e rsangku tan .
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(3) Dalam  hal penyelesaian pendid ikan  m elebihi b a ta s  w aktu  sebagaim ana 
d im aksud  p ad a  ayat (1) dan  ayat (2), k e p u tu san  u n tu k  perpan jangan  
han y a  d ap a t d iberikan  m elalui pertim bangan  tim.

Bagian Ketiga
T ata C ara Perm ohonan dan  P enetapan  Tugas Belajar

Pasal 7

(1) PNS yang ak an  m elaksanakan  Tugas B elajar m engajukan  perm ohonan  
kepada G ub ern u r m elalui Kepala B adan dengan  m elam pirkan persyara tan :
a. su ra t p en g an tar dari Perangkat D aerah PNS yang bersangku tan ;
b. rekom endasi p im pinan  Perangkat D aerah PNS yang bersangku tan ; dan
c. dokum en P ersyaratan  A dm inistrasi sesua i dengan k e ten tu an  

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 5.

(2) Pengajuan perm ohonan  Tugas Belajar sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat
(1) d isam paikan  paling lam bat 1 (satu) bu lan  sebelum  tanggal pe laksanaan  
seleksi m asu k  Perguruan  Tinggi.

(3) K husus program  beasisw a, b a ta s  w aktu  pengajuan  perm ohonan 
sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) m enyesuaikan  dengan jadw al yang 
d iten tu k an  oleh lem baga penyelenggara program  beasisw a.

Pasal 8

(1) Setelah perm ohonan  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 7 ayat (2) 
d iterim a oleh B adan, d ilakukan  verifikasi p e rsy ara tan  adm inistrasi.

(2) Hasil verifikasi sebagaim ana d im aksud  pada  aya t (1) d isam paikan  secara  
te rtu lis  kepada Perangkat D aerah pengusul.

(3) Perangkat D aerah pengusu l yang telah  m em peroleh p erse tu ju an  u n tu k  
m engikuti seleksi diw ajibkan m elaporkan secara  te rtu lis  hasilnya  baik 
yang lu lu s  m au p u n  tidak  lu lu s  kepada G ub ern u r K alim antan T im ur cq. 
m elalui Kepala Badan.

(4) Bagi PNS yang  d inyatakan  d iterim a wajib m enyam paikan bukti d iterim a 
dari P ergu ruan  Tinggi kepada Perangkat D aerah, sebelum  jadw al w aktu  
perku liahan .

(5) G ubernu r m enetapkan  S u ra t K epu tusan  PNS Tugas Belajar a ta s  d a sa r  
penyam paian  buk ti d iterim a dari Perguruan  Tinggi sebagaim ana d im aksud  
pada  ayat (4).

Bagian Keem pat 
Pem biayaan Tugas Belajar

Pasal 9

(1) Pem biayaan Tugas Belajar d ap a t bersum ber dari:
a. anggaran  p en d ap a tan  d an  belanja negara;
b. APBD;
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c. b a n tu  an  pem erin tah  negara  asing yang direkom endasi oleh B adan 
P erencanaan  Pem bangunan  Nasional a ta u  kem en terian /lem baga  non 
kem enterian;

d. b a n tu  an  badan  a ta u  organisasi sw asta  lu a r negeri yang 
d irekom endasikan  oleh B adan P erencanaan  P em bangunan  Nasional 
a ta u  kem en terian /lem baga  non  kem enterian; a ta u

e. b iaya bersam a (cost sharing) a n ta ra  APBD dengan  anggaran  p en d ap a tan  
d an  belan ja  negara  a ta u  b a n tu a n  pem erin tah  negara  asing a ta u  badan  
u sa h a /o rg a n isa s i sw asta  baik dalam  negeri m au p u n  lu a r negeri.

(2) B esaran  T un jangan  Belajar yang bersum ber dari APBD d ite tapkan  dengan 
K epu tusan  G u b em u r sesua i kem am puan  keuangan  D aerah.

Bagian Kelima
Kewajiban d an  Hak PNS Tugas Belajar 

Pasal 10

(1) PNS yang m elaksanakan  Tugas B elajar berkew ajiban un tuk :
a. m elaporkan  hasil akadem ik setiap  sem ester dengan m elam pirkan bukti;

1. pem bayaran  su ra t pem binaan  pendidikan; dan
2. k a rtu  hasil s tu d i bagi S tra ta  1 (S-l), S tra ta  2 (S-2) dan  S tra ta  3 (S-3) 

a ta u  laporan  perkem bangan  bela jar lainnya bagi S tra ta  3 (S-3) su b  
spesialis;

b. m elak san ak an  setiap  kegiatan bela jar dengan  sebaik-baiknya;
c. m enyelesaikan m asa  stu d i yang te lah  d iten tu k an  dengan tep a t w aktu;
d. m elaporkan  diri kepada Kepala Perangkat D aerah yang b e rsan g k u tan  

u n tu k  d isam paikan  kepada G ub ern u r m elalui Kepala B adan setelah  
d inya takan  lu lu s oleh Perguruan  Tinggi paling lam bat 1 (satu) bu lan  
setelah  yudisium ;

e. m elaksanakan  tu g as ked inasan  paling lam bat 1 (satu) bu lan  sejak 
d ite tapkannya  k e p u tu san  pengem balian selesai m elaksanakan  
pendid ikan  T ugas Belajar kepada Perangkat D aerah yang bersangku tan ;

f. m elaksanakan  tu g as ked inasan  di lingkungan Pem erin tah  D aerah selam a
10 (sepuluh) ta h u n  setelah  m enyelesaikan tu g as  belajar, kecuali te lah  
m encapai b a ta s  u s ia  pensiunnya  sesua i k e ten tu an  p e ra tu ran  
p e rundang -undangan ; d an

g. m elaporkan  diri kepada  Kepala Perangkat D aerah yang b e rsan g k u tan  
m elalui Kepala B adan dalam  hal PNS Tugas Belajar gagal m enyelesaikan 
pend id ikan  karena  a lasan  yang d ap a t d ipertanggungjaw abkan, 
d iberhen tikan  pen u g asan  yang b ersan g k u tan  sebagai PNS Tugas Belajar.

(2) PNS yang m elaksanakan  Tugas B elajar be rhak  un tuk :
a. m em peroleh T unjangan  Belajar; dan
b. m enerim a gaji.

Bagian Keenam 
L arangan

Pasal 11
PNS yang m elaksanakan  T ugas Belajar d ilarang  m engajukan  m u tasi w ilayah 
kerja.
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Bagian K etujuh 
Sanksi A dm inistratif

Pasal 12

(1) PNS Tugas belajar yang m elanggar k e ten tu an  sebagaim ana d im aksud  
dalam  Pasal 10 ayat (1) h u ru f  c k a ren a  kelalaian  m au p u n  kesengajaan  
d ikenakan  san k si adm in istra tif be rupa  m engganti kerugian  sebesar ju m lah  
biaya yang te lah  diberikan  oleh Pem erintah D aerah d an  d ise torkan  ke kas 
D aerah.

(2) PNS Tugas Belajar yang telah  selesai m elaksanakan  Tugas Belajar dan  
tidak  ak tif m elaksanakan  tu g a s /ik a ta n  d in as dalam  jan g k a  w aktu  yang 
telah  d iten tu k an  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 10 ayat (1) h u ru f  f, 
d ikenakan  san k si adm in istra tif be ru p a  m engganti kerugian  sebesar 3 (tiga) 
kali dari b e sa ran  ju m lah  biaya yang te lah  d iberikan  oleh Pem erintah 
D aerah.

(3) Apabila PNS T ugas Belajar tidak  m engganti kerugian  sebagaim ana 
d im aksud  pad a  ayat (1) dan  ayat (2) dalam  jan g k a  w aktu paling lam a 3 
(tiga) bu lan , yang b ersan g k u tan  d ikenakan  san k si disiplin sesua i 
k e ten tu an  p e ra tu ran  peru n d an g -u n d an g an  di bidang kepegaw aian.

(4) S anksi disiplin sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (3) tidak  m enghapuskan  
san k si adm in istra tif m engganti kerug ian  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat 
(1) d an  ayat (2).

BAB IV
IZIN BELAJAR

Bagian K esatu 
Persyaratan  A dm inistrasi

Pasal 13

(1) P ersyara tan  A dm inistrasi bagi calon PNS Izin B elajar terdiri a tas:
a. p e rsy ara tan  um um ; dan
b. p e rsy ara tan  k h u su s .

(2) P ersyara tan  um um  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) h u ru f  a  m eliputi:
a. b e rs ta tu s  sebagai PNS;
b. tidak  b e rs ta tu s  sebagai m ahasisw a;
c. m em peroleh rekom endasi dari P im pinan Perangkat D aerah;
d. P ergu ruan  Tinggi berada  di dalam  a ta u  di lu a r w ilayah kerja;
e. se tiap  u n su r  penilaian sa sa ran  ke ija  pegawai bem ilai baik dalam  2 

(dua) ta h u n  terakh ir;
f. su ra t ke te rangan  berbadan  se h a t dari in s tan s i yang berw enang;
g. tidak  sedang dalam  p ro ses/m en ja lan i h u k u m an  disiplin a ta u  sanksi 

adm in istra tif d a n /a ta u  san k si p idana;
h. b id a n g /ju ru sa n  pendid ikan  yang d iikuti h a ru s  m em punyai relevansi 

dengan tugas dan  fungsi ja b a ta n  pad a  Perangkat D aerah yang 
bersangku tan ; dan

i. kegiatan  pendid ikan  d ilak sanakan  di lu a r jam  kerja  d an  tidak  
m engganggu ke lancaran  p e lak san aan  tu g as ked inasan .



(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Program Diploma III/sederajat, terdiri atas:

1. pendidikan paling rendah SLTA/sederajat; dan
2. pangkat golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tk. I / Il/b;

b. Program Diploma IV/Strata 1 (S-l), terdiri atas:
1. pendidikan paling rendah SLTA/sederajat;
2. pangkat golongan ruang paling rendah Pengatur/II/c;

c. Program Strata 2 (S-2), terdiri atas:
1. pendidikan paling rendah Diploma IV/Strata 1 (S-l); dan
2. pangkat golongan ruang paling rendah Penata Muda Tk. I /III/b;

d. Program Strata 3 (S-3), terdiri atas:
1. pendidikan paling rendah Strata 2 (S-2), khusus pendidikan dalam 

negeri; dan
2. pangkat golongan ruang paling rendah Penata/ III/c.

e. telah melaksanakan tugas paling sedikit 2 (dua) tahun setelah 
menjalani Izin Belajar sebelumnya.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan dan Penetapan Izin Belajar

Pasal 14

(1) PNS yang akan melaksanakan Izin Belajar mengajukan permohonan 
kepada Kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Gubemur 
melalui Kepala Badan dengan melampirkan persyaratan:
a. surat pengantar dari Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan;
b. rekomendasi pimpinan Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan; 

dan
c. dokumen Persyaratan Administrasi sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Pengajuan permohonan Izin Belajar paling lambat 1 (satu) bulan 
sebelum tanggal pelaksanaan seleksi masuk Perguruan Tinggi.

(3) Khusus program beasiswa, batas waktu pengajuan permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan jadwal yang 
ditentukan oleh lembaga penyelenggara program beasiswa.

Pasal 15

(1) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) 
diterima oleh Badan, dilakukan verifikasi persyaratan administrasi.

(2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara 
tertulis kepada Perangkat Daerah pengusul.

(3) Perangkat Daerah pengusul yang telah memperoleh persetujuan untuk 
mengikuti seleksi diwajibkan melaporkan secara tertulis hasilnya baik 
yang lulus maupun tidak lulus kepada Gubemur cq. melalui Kepala 
Badan.

(4) Bagi PNS yang dinyatakan diterima wajib menyampaikan bukti diterima 
dari Perguruan Tinggi kepada Perangkat Daerah, sebelum jadwal waktu 
perkuliahan.
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(5) G u b ern u r m enetapkan  S u ra t K eputusan  PNS Izin Belajar a ta s  d a sa r 
penyam paian  buk ti d iterim a dari P erguruan  Tinggi sebagaim ana 
d im aksud  pada  ayat (4).

Bagian Ketiga 
Pem biayaan Izin Belajar

Pasal 16
Biaya pendid ikan  Izin Belajar d itanggung  oleh PNS yang bersangku tan .

Pasal 17

PNS yang m elaksanakan  Izin Belajar berkew ajiban un tuk :
a. m elaporkan hasil akadem ik setiap  sem ester;
b. m elaksanakan  setiap  kegiatan  belajar dengan sebaik-baiknya; dan
c. m elaporkan diri kepada G ubernu r m elalui Kepala B adan setelah  d inyatakan  

lu lu s  oleh P erguruan  Tinggi paling lam bat 1 (satu) bu lan  setelah  yudisium .

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 18

(1) Pem erintah D aerah m elakukan  m onitoring te rh ad ap  setiap  PNS Tugas 
Belajar paling sedikit sa tu  kali dalam  1 (satu) ta h u n  beijalan .

(2) M onitoring bagi PNS Tugas Belajar, paling sedikit m eliputi:
a. kem ajuan  akadem ik; dan
b. p em en u h an  h ak  kepegaw aian PNS T ugas Belajar.

(3) Evaluasi te rh ad ap  PNS Tugas Belajar, paling sedikit m eliputi:
a. konsisten si s ta tu s  ak red itasi P ergu ruan  Tinggi dan  program  studi;
b. p e ru b ah an  kuriku lum ;
c. ke lancaran  pendidikan; dan
d. relevansi a n ta ra  program  stud i dengan  keperluan  Pem erintah D aerah 

dalam  rangka  m encapai visi dan  misi pem bangunan .

(4) K eten tuan  lebih lan ju t m engenai penyelenggaraan m onitoring dan  evaluasi 
sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) d an  aya t (3) d ia tu r dengan  P e ra tu ran  
Kepala B adan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 19

PNS yang telah  d ite tapkan  Tugas Belajar dari Pem erin tah  Provinsi d a n /a ta u  
K abupaten /K o ta  lain yang p indah  ke Pem erintah D aerah k a ren a  p e ru b ah an  
kew enangan oleh p e ra tu ran  peru n d an g -u n d an g an , pem biayaannya 
d ibebankan  p ad a  anggaran  p en d ap a tan  dan  belanja daerah  sepan jang  
m em enuhi p e rsy ara tan  d an  kew ajiban b e rd asa rk an  k e ten tu an  dalam  
P era tu ran  G ub ern u r ini.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20
Pada sa a t P era tu ran  G ubernu r ini m ulai berlaku , P e ra tu ran  G u b ern u r Nomor 
4 T ahun  2017 ten tan g  Tugas B elajar dan  Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil 
di L ingkungan Pem erin tah  Provinsi K alim antan T im ur (Berita D aerah Provinsi 
K alim antan T im ur T ahun  2017 Nomor 4), d icabu t dan  d inyatakan  tidak 
berlaku.

Pasal 21

P era tu ran  G ub ern u r ini berlaku  p ad a  tanggal d iundangkan .

Agar se tiap  orang  m engetahuinya, m em erin tahkan  pengundangan  P era tu ran  
G ubernu r ini dengan penem patannya  dalam  Berita D aerah Provinsi 
K alim antan Timur.

D itetapkan  di Sam arinda  
p ad a  tanggal 23 Septem ber 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

D iundangkan  di S am arinda  
pada  tanggal 23 Septem ber 2019

Pit. SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SAT3ANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 58.

S a lin a n  se s u a i d en g a n  aslin ya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

KEPALA BIRO HUKUM,

PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 1 9 6 2 0 5 2 7  1 9 8 5 0 3  1 0 0 6



LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG 
PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
DAERAH

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN IJAZAH

SURAT PERNYATAAN

Say a  yang b e rta n d a  tangan  di baw ah ini:

1. Nam a lengkap :

2. NIP :

3. Pangkat/G ol. R uang :

4. J a b a ta n  :

D engan ini m enyatakan  dengan  sesungguhnya, bahw a saya bersedia 

m enyerahkan  ijazah kepada  Pem erintah D aerah u n tu k  d isim pan selam a 10 

(sepuluh) tah u n .

Dem ikian su ra t pernya taan  ini saya b u a t u n tu k  d a p a t d ipergunakan  

sebagaim ana m estinya.

Tem pat, Tanggal B ulan d an  T ahun  

Pem buat Pernyataan ,

M eterai
6000

Nam a Lengkap
(NIP......................................................)

Sam arinda, 23 Septem ber 2019 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

S alinan  sesua i dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

KEPALA BIRO HUKUM,

PEMBINA UTAMA MUDA 
NIP. 19620527 198503 1 006

ttd

ISRAN NOOR



LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG 
PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
DAERAH

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN

SURAT PERNYATAAN 

Saya yang b e rtan d a  tangan  di baw ah ini:

1. Nam a lengkap :

2. NIP :

3. Pangkat/G ol. R uang :

4. J a b a ta n  :

D engan ini m enyatakan  dengan  sesungguhnya, bahw a saya bersedia 

m elaksanakan  tu g as  ked inasan  di lingkungan Pem erin tah  D aerah selam a 10 

(sepuluh) ta h u n .

Dem ikian su ra t  p e rnya taan  ini saya b u a t u n tu k  d ap a t d ipergunakan  

sebagaim ana m estinya.

Tem pat, Tanggal B ulan  d an  T ahun  

P em buat Pernyataan ,

M eterai
6000

Nam a Lengkap
(NIP......................................................)

S am arinda, 23 Septem ber 2019 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ttd

S alinan  sesua i dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

KEPALA BIRO HUKUM,

NIP. 19620527 198503 1 006

ISRAN NOOR


